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BUPATIBARITOSRLATAN
PRO NSIKALAAT TENGAH

p›sRATURAR BvPATI BARITO SE Az’AR

XO3/tOR ‘T‘AITUA 2025

TENTANG

PEMRRINAHKABUPATENBARITOSELATAN

DERGANIDWEBATTUMANYANGMANAESA

BUPATIIWJWTOSELATAR,

bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal2 1 ayat

(5), Pasal 22 ayat (2} dan Paeal 24 ayat (5) Peraturan Presiden

Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia, maka

perlu membentuk Peraturan Bupati tentang Penyelenggaraan

Satu Data di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Barito

Selatan;

1. Undang-Undang Nomor 27Tahun 1959 tentang Penetapan

Undang-Undang Darurat Nomor3 Tahun 1953 tentang

Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9)sebagai

Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 1820);

2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor

39,Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

3683);

3. Undang-Undang Nomor 11Tahun 2008 tentang Informasi

dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2008 Nomor 58,tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia 4836), sebagaimana telah

diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016

tentang Perubahan Atas L'ndang-Undang Nomor 11Tahun

2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

(Lembaran Negara Republik lndoriesia Tahun 2016 Nomor

251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 5952);



4. Undang-Undang lsomor i4 T‘ahun '2GO6 tentang

Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik

lndonesia Tahun 2008 Nomor 61,Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

IJnd.ang-lJndong Nomor ?.5To.hi in 9O09 tentang Pela.ya.run

Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009

Nomor 1 12, Tambahan Lembaran Negara Republik

lndonesia 5038);

6. Undang-Undang Nomor4 Tahun 2011 tentarig Informasi

Geospasial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2011 Nomor 49,Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 5214);

7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

Pcrr.erintahar. Dacrah. (Lernbarar. ?icgara Repub!ii:

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran

Negara Republik lndonesia Nomor 5587} sebagaimana

telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-

Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan

Keuangan Antara Pemerintah Pu sat dan Pemerintahan

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022

Nomor 4,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 6T57);

8. Undang Undang Nomor 30 Tr.ur. 2014 tentar.g

Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik

lndonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 5601);

9. Undang-Undang Nomor6 Tahun 2023 tentang Penetapan

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor2

Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor

41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

èlomor 6956);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1999 tentang

Penyelenggaraan Statistik (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 1999 Nomor 96,Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 3854);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang

Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008

tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan

Lcmbarar. èfcgara Pcpubiiki doncsia èiomor 514O);

12.Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2021 tentang

Penyelenggaraan lnformasi Geospasial (Lembaran Negara

Republik lndonesia Tabun 2021 Nomor 45,Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 66s7);

13. Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2014 tentang

Jaringan Informasi Geospasial Nasional (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 78);



14. Peraturan Presíden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu

Data Indonesia (Lembaran Daerah Republik Indonesia

Tahun 2019 Nomor 112);

I Б. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015

tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Rerits

Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036J

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri

Dalam Negeri Nomor 120Tahun 2018 tentang Perubahan

Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun

2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita

Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157};

1ò. Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor4 Tahun

2019 tentang Norma, Standar, Proeedur, dan Kriteria

Penyelenggaraan Statistik Sektoral Oleh Pemerintah

Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019

Nomor 1270};

17. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor3

Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan

Perangkøt Daerah Kabupaten Barito Selatan (Lembar

Daerah Kabupaten Barito Selatan Tahun 2016 Nomor 3,

Tambahan Letrtbpran Daerah Kabupaten Barito Selatan

Nomor 2};

18.Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor7

Tahun 2O2Otentang 9embentukan Produk Hukum Daerah

(Lembaran Daerah Kabupaten Barito Selatan Tahun 2020

Nomor 7,Tømbøhan Lembaran Daerah Kabupaten Barito

Selatan Nórnqr T);

Menetapkan PBRATURßRBUPATI'B&NT es sn sx

Dalam Peraturan Bupati iniyang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Barito Selatan.

2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelariggara

Pemerintah Daernh yang memimpin pelaksanaan uruean pemerintaban yang

menjadi kewenangan daerah otonom.

3. Bupati adalah Bupati Barito Selatan.

4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Deo•an Pemvakilao

Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi

kewenangan Daerah.
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16.
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t8.

Dinas adalah Perangkat Daerahyangmenyelenggarakan urusan pemerintahan

bidang Komunikasi dan Informatika Kabupaten Barito Selatan.

Satu Data Kabupaten Barito Selatan yang selanjutnya disebut Satu Data

adalah kebijakan yang bertujuan untuk mewujudkan data yang akurat,

mutakhir, terpadu, terintegrasi, dan dapat akses o1h pengguna data, sebagai

dasar perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pengendalian pembangunan

melalui perbaikan tata kelola data Pemerintah lingkup Kabupaten.

Portal Satu Data Kabupaten Barito Selatan, yang selanjutnya disebut Portal

Satu Data adalah media bagi-pakai data yang dapat diakses melalui

pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi yang menyediakan data dan

informasi yang lengkap, aktual, valid akuntabel serta terintegrasi dari berbagai

entitas dalam lingkup Kabupaten.

Forum Satu Data Kabupaten Barito Selatan yang selanjutnya disebut Forum

S-«tu D-«ta adalaFi medi-« kornuriikasi, kcicrdiriasi dan sirikronisasi liritas

sektoral instansi di wilayah Kabupaten Barito Selatan dalam rangka

pelaksanaan satu data.

Dataadalah catatan atas kumpulan fakta atau deskripsi dari sesuatu kejadian,

kenyataan yangdihadapi berupa angka, barakter, .•ämbo1, gambar, peta, landa,

isyarat, tuliean, suara, dan bunyi yang mempresentasikan keadaan

sebenarnya atau menunjukkan suatu ide, objek, kondisi atau situasi.

Data Statistik adalah informaai berupa angka tentang karakteristik (ciri-ciri

khusus} suatu populasi yang diperoleh dengan cara pengumpulan,

pengolahan, penyajian, dan analinis.

Data Geospasial adalah data tentang lokasi geografie, dimensi atau ukuran,

dan/atau karakteristik objek alam dan/atau buatan manusia yang berada di

bawah, pada atau diatas perztiukaanbumi.

Informasi Geospasial adalah Data Oeoapasial yang sudafi diolah scLiirigg-«

dapat digunakan alat bantu perumusan kebijakan, pengambilan keputusan,

dan/atau pelakeanaan kegiatan yang berhubungan dengan ruang kebumian.

Informasi Geospasial Daear adalah Informaai Geospasial yang berisi tentang

objek yang dapat diJihat secara larigsung atau diukur dari keriampakari fisik

di mukabumi danyang tidak berubah dalam waktu yang relatif lama.

Informasi Geospasial Tematik adalah lnformasi Geospasial yang

menggambarkan satu atau lebih tema tertentu yang dibuat mengacu pada

informasi geospasial dasar.

Metadata adalah informasi terstruktur yang mendeskripsikan, menjelaskan,

menemukan, atau menjadikan suatu informasi mudah untuk ditemukan

kembali, digunakan, atau dikelola mengandung informasi mengenai isi dari

suatu data yang dipakai untuk keperluan manajemen fi1e data dalam suatu

basis data.

Pembina Data adalah Instansi vertikal yang melaksanakan pembinaan

terhadap penyelenggaraan Satu Data.

Pembina Data Statistik adalah Pembina Data yang melaksanakan pembinaan

terhadap data statistik, yaitu Badan Pusat Statistik Kabupaten Barito Selatan.

Pembina Data Geospasial adalah Pembina data yang melaksanakan

pembinaan terhadap pengelolaan data geospasial, yaitu Badan Informasi

Geospasial.
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19. Produsen Data Kabupaten Barito Selatan yang selanjutnya disebut Produsen

Data adalah seluruh Perangkat Daerah yang bertugas memproduksi dan/atau

menghasilkan data sesuai urutan tugas dan kewenangannya.

20. Koordinator Satu Datayang selanjutnya disebut Koordinator adalah Perangkat

Daerah bertugas mengoordinasikan Forum Satu Data dan menjalankan

fungsi kesekretariatan penyelenggaraan Satu Data, yaitu Badan Perencanaan

Pembangunan Daerah Kabupaten Barito iselatan.

21. Walidata Kabupaten Barito Selatan yang selanjutnya disebut Walidata adalah

perangkat daerah yang bertugas melaksanakan pengumpulan, pengolahan,

analisis diseminasi data dan metadata lintas sektoral yang disampaikan oleh

Produsen Data, yaitu Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Barito

Selatan.

22. Walidata Pendukung adalah merupakan unsur dukungan dan pembantuan

tugas walid•ata, yaitu Perangkat Daerahyangtlitunjuk dan ditetapkari menurut

kebutuhan dan bersifat mendesak.

23. PenggunaDataadalahPerangkat Daerah, pereeorangan, kelompok orang, atau

badan hukum yang menggunakan Data.

24. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi3•ang selanjutnya disingkat PPID

adalah pejabat yang bertanggung jawab di bidang penyimpanan,

pendokumentasian, penyediaan dau/atau pelayanan informasi.

Ruang lingkup Peraturan Bupati inimeliputi:

a. jenis dan sumber data;

b. prinsip satu data;

c. portal eatu data;

d. penyelenggara satu data;

e. penyelenggaraan satu data;

f. forum satu data;

g. pemanfaatan data;

h. kemitraan dan keijasama;

i. pengendalian; dan

j. pendanaan.

JERIR DET DUHBBRDATA

Baglan 2Eoaatu

PnsaJ3

(1) Data yang dikelola terdiri atas Data Statistik dan Data Geospasial yang

dihasilkan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan uruean

pemerintahan bidang perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, serta pengendalian

pembangunan.
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(2¡ Data Statistik sebagaimana dimaksud pada ayat jl}, meliputi:

a. Statistik Dasar, yaitu statistik yang pemanfaatannya ditujukan untuk

C.

keperluan yang bersifat luas, baik bagi pemerintah maupun masyarakat,

yang memiliki ciri-ciri lintas sektoral, berskala nasional danJatau bernifat

makro dalam lingkup daerah;

b. Statistik Sektoral, yaitu statistik yang pemanfaatarinya ditujukan

memenuhi kebutuhan instansi Pemerintah Daerah dalam rangka

penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan dan pembangunan; dan

Statistik Khusus, yaitu statistik yang pemanfaatannya ditujukan untuk

memenuhi kebutuhan spesifik dunia usaha, pendidikan, sosial budaya, dan

kepentingan lain kehidupan masyarakat, yang penyelenggaraannya

dilakukan oleh lembaga, organisasi, perorangan, dan atau unsur

masyarakat lainnya.

Data Cieoepasial sebagaimana dimaksud pada ayat (1}, meliputi:

a. Informasi Geospasial Dasar; dan

b. Informasi Geoopaoial Tematik.

(4) Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikelompokkan menjadi:

a. Datayang dapat dipublikasikan; dan

b. Datayang bersifat rahaeia.

(S) Datayang bersifat rahaeia sebagaimana dimaksud padaayat (4) hurufb adalah

informasi yang dikecualikan sebagaímana diatur dalam peraturan perundang-

undangan berkenaan Keterbukaan Informaoi Publik.

Bngian Radua

(1) Statistik Dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2} huruf a,

bersumber dan diperoleh dari Pembina Data Statistik.

(2) Statistik Sektoral sebagaimana dimaksud dalam Pasal3 ayat (2) huruf b,

bersumber dan diperoleh dari Produeen Data.

(3) Statistik Khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal3 ayat (2} huruf c,

bersumber dan diperoleh dari Produsen Datadan/atau instansi lainnya di luar

Pemerintah Daerah melalui kemitraan dan kerjasama.

(4) Informasi Geospasial Dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal3 ayat (3)

hurufa,bersumber dan diperoleh dari Pembina Data Geospasial.

(5) Informasi Geospasial Tematik sebagaimana dimaksud dalam Pasal3 ayat (3)

hurufb,bersumber dan diperoleh dari Produsen Data.

PRZBSZP SATU DA’¥’A

&ag1azz EEesatu

Stazzdar Oata

(1] Datayang dihasilkan oleh Produsen Data harus memenuhi standar data.
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(6)

(I)

(2)

(3)

(4}
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Standar data sebagaimana dimaksud pada ayat (1j adalah standar data yang

mendasari data tertentu atas:

a. konsep;

b. definisi;

c. klasifikasi;

d. ukuran; dan

e. eatuan.

Konsep sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a merupakan ideyang

mendasari data dan tujuan data tersebut diproduksi.

(ş) Defmisi sebagaimana dimaksud pada ayat (2} hurufb merupakan penjelasan

tentang data yang memberi batas atas secara jelas membedakan arti dan

cakupan dari data tertentu dengan data yang lain.

Klasifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c merupakan

penggolongan secara sistematis ke dalam kelompok atan kategori dalam data

berdasarkan kriteria yang telah disepakati atau dibakukan secara luas.

Ukuran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) hurufd merupakan unit yang

digunakan dalam pengukuranjumlah, kadar, atan cakupan sesuatu.

(7) Satuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2} hurufe merupakan tunggal

tertentu dalam data yang digunakan eebagai standar untuk mengukur atau

menakar sesuatu sebagai eebuah keseluruhan.

(8) Teknis mengenai standar data diatur oleh Walidata atas pertimbangan

Pembina Data.

Data yang dihasilkan oleh Produsen Data harus dilengkapi dengan Metadata

untuk menggambarkan data, menjelaskan data serta memudahkan pencarian,

penggunaan, dan pengelolaan informaei tentang data.

Metadata sebagaimana dimaknud pada ayat(U merripakan informasi yang

harus mengikuti struktur yang baku dan format yang baku.

Struktur yangbaku sebagaimana dimaksud padaayat (2) merujuk padabagian

informasi tentang data yang harus dicakup dalam Metadata.

Format yang baku sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merujuk pada

spesifikasi atau standar teknis dari Metadata.

Bagiazz Xetlga

IotezoperabiMtaa Data

(1) Data yang dihasilkan oleh Produsen Data harus memenuhi kaidah

Interoperabilitas Data.

(2) Interoperabilitas Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan

kesiapan data untuk dibagi-pakaikan antar sistem elektronik yang ealing

berinteraksi.
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(3) Data yang dibagi-pakaikan antar sistem elektronik sebagaimana dimaksud

pada ayat (2), harus:

a. konsisten dalam bentuk, struktur/ skema/komposisi penyajian, dan

artikulasi keterbacaan; dan

b disimpan dalam. format terhuka. yo.ng miidah diW.ra. sistem elekrronik

Bagian Keempat

Kode Referenai

Pasal8

(1) Data yang dihasilkan oleh Produsen Data harus menggunakan Kode Referensi

yang tersedia di Portal Satu Data.

(2} Kc›de F•ferensi sebagaimana dimaksod pada ayat (*.) adalah •.anda berisi postr

yang mengandung atau menggambarkan makna, maksud atau norma tentu

dari rujukan identitas sebuah data yang bersifat unik.

f t)

(2)

(3)

PDRTALsATUDATA

Portal Satu Data menyediakan akses kepada Pengguna Data dan dikelola

Walidata.

Penyediaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mencakup:

a. data;

b. Metadata;

c. periode data; dan

d. jadwal rilis dan/atau pemutakhiran data.

Penyediaan akses sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikecualikan untuk

data yang bersífat rahasia.

BAB V

PERYELEHGGARA HATU DATA

Bagian Keaatu

Pa»1 10

Penyelenggara Satu Data, terdiri dari:

a. Dewan Pengarah;

b. Pembina Data;

c. Walidata;

d. Walidata Pendukung; dan

e. Produsen Data.
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Dewan Pengarah sebagaimana dimakeud dalam Pasal 10 hurufa,terdiri atas:

a.Bupad;

b.Wakil Bupati; dan

c. Sekretaris Daerah.

Dewan Pengarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai tugas:

a. menetapkan kebijakan terkait Satu Data Indonesia di Daerah;

b.melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan Satu Data

lndonesia di Daerah; dan

c. memberikan arahan terhadap penyeleeaian permasalahan dan hambatan

pelaksanaan Satu Data Indoensia di Daerah.

(1) Pembina Data mempunyai tugas:

a. memberikan rekouisttdaeidaM'fiai?=e perencanaan pengumpulan data;

ag ...:</:'i’ “• r*.›'!,
b. melakukan pemb1r{gan el °‘ ' aan Satu Data sesuai dengan

ketentuan peraturaii pe

(2] Pembina Data adalab gad " catHa tikKabupaten Barito Selatan.
“’ •.’,^ y‘ cr *.+'$*$y$

•.’ 4 ,.., ,. , r
dapat

W«data en«»1fdota Penfl«kunE

"-

Walidata sebagaimana dimakeud dälaei Paeal 10 hurufb memiliki tugas:

a. melaksanakan pengumpulan, pengolahan, analisis dan dineminasi Data

dan Metadata lintas eektoral;

b. memeriksa kesesuaian Data yang disampaikan oleh Produsen Data tingkat

daerah eesuai dengan prinsip Satu Data Indonesia;

c. mengelola Portal Satu Data;

d. melakukan pendampingan dan konsultansi statistik kepada Produsen Data;

e. memberikan rekomendasi statistik kepada Produsen Data; dan

f. menyebarluaskan Data dan Metadata diportal Satu Data Indonesia; dan

g.

t

d

££

u

e

mbina Data tingkat daerah dalam membina Produsen Data

(2)

Walidata dnpat dkantu leh taPbnduk

dimaksud pada ayat (1),



(l)

(2J

(3)

(1)

(2)

{3}

(4J

(5)

Tugas Walidata Pendukung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf c,

adalah:

a. Membantu Walidata melaksanakan fungsi koordinasi dan sinkronisasi

terkait penyelenggaraan Satu Data;

b. melakukan veriFikasi dan validasi data dan metadata herrarna-sannadengan

Walidata;

c. mendorong terselenggaranya Satu Data diKabupaten Barito Selatan; dan

d. Walidata pendukung adalah Kepala Perangkat Daerah sekaligus sebagai

Produeen Data.

Dalamhalterjadi hambatan sehingga belum terlaksananya tugas sebagaimana

dimaksud pada ayat (U, Walidata berwenang melakukan supervisi.

Walidata Pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (1] ditetapkan dengan

Keputusan Bupati.

PasaJ 15

(1) Tugas Produoen Dafu sebagaimana dimakaud dalam Pasal 10 hurufd,adalah:

a. melaksanakan pengumpulan, pengolahan, analisis data, diseminasi data

dan Metadata sesuai uruean titğg8 dan kewenangannya;

b. memberikan masukan kepada Petnbina Data melalui Walt data terkait

stnndar data dan Metadatai

c. menghasilkan data dan menyusun tadata eesuai dengan prinsip-prinsip

Satu Data; dan

d. menyampaikan peserta Mûtadata kû$iâda Walt data.

(2) Dalam menjalankan tugasnya ûol;ıagaifpanadimaksud pada ayat (1), Produsen

Data dapat dibantu oleh Walidatii. ‘

Pembina Data, Walidata dan Walidata Pendukung berkomunikasi dan

berkoordinasi melalui Forum Satu Data.

Forum Satu Da*m dikoordinasikan oleh Perangkat Daerah yang

menyelenggarakan urusan bidang Perencanaan dan Pembangunan Daerah.

Forum Satu Data terdiri atas:

a. Pembina Data;

b. Walidata; dan

c. Walidata Pendukung.

Forum Satu Data dalam pelaksanaan tugasnya dapat menyertakan Produsen

Data dan/atau pihak lain yang terkait, termasuk selain Pemerintah Daerah.

•orum Satu Data berkomunikasi dan berkoordinasi dalam rangka

menyelesaikan permasalahan terkait penyelenggaraan Satu Data Kabupaten

Barito Selatan.
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(6j Forum Satu Data melaksanakan pertemuan koordinasi secara berkala dalam

rangka melaksanakan tugas.

[7) Dalam halterdapat permasalahan yang timbul dalam pertemuan koordinasi,

khususnya pada saat pengambilan keputusan, koordinator Forum Satu Data

[1)

(2}

(3J

dapatmeminMarahanBupad

SeWetariat Satu Data mempunyai tugas:

a. memberikan dukungan dan pelayanan teknis operasional dan administrasi

kepada Forum Satu Data;dan

b. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Forum Satu Data.

Sekretariat Satu Data bersifat ex-ofFicio dilakeanakan oleh Badan Perencanaan

Pembangunan Daerah Kabupaten Barito Selatan.

Ketentuan lebih lanjut mengenai Sekretariat Satu Data diatur dalam Peraturan

atau Keputusan Bupati.

Penyelenggaraan Satu Data, terdiri stau:

a. perencanaan data;

b. pengumpulan data;

c. pemeriksaan data;

d. pengolahan data; dan

e. penyebarluasan data.

(1) Perencarıaan data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 hurufa merupakan

kegiatan penentuan daftar datayang akan dikumpulkan ditahun selanjutnya.

(2} Penentuan daftar data yang akan dikumpulkan di tahun eelanjutrıya,

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan:

a. kesepakatan Forum Satu Data; dan

b. rekomendasi Pembina Data.

(3] Dakar data yang akan dikumpulkan di tahun selanjutnya, sebagaimana

dimaksud pada ayat (U memuat:

a. Produsen Data untuk masing-masing data; dan

b. jadwal rilis dan/atau pemutakhiran data..
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Bagłan Ketlga

Paaal TO

Pengumpulan data sebagaimana dimaksud dalam Pasal l7 hurufb dilakukan

oleh Produeen Data.

Data yang díkumpulkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedíkit

mencakup data penyelenggaraan pemerintahan yang dilaksanakan oleh

Perangkat Daerah.

Pengumpulan data sebagaimana dimaksud pada ayat (I}, sesuai dengan:

a. standar data;

b. daftar data yang telah ditentukan dalam Forum Satu Data; dan

c. jadwal pemutakhiran data atau rilis data.

Pengumpulan data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat beraeal dari:

a. kompílasi produk administrasi;

b. survei;

c. observasi lapangan/monitoring; dan

d. cara lain sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Pengumpulan data düakukan oleh produsen data dengan cara kompüasi

produk administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a,

dilaksanakan secara periodik eeauaiAengan periode pengumpulan data dan

diserahkan kepada Walidata melalui‘ Pf›rtal Satu Data dengan dílenğkapi

Metadata.

Penyerahan data sebagaimana dimakeutl pada ayat (5) khusus terhadap hasil

penetapan daftar data trap tahunnya.

(7) Pengumpulan data melalui eúrvei Nbagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf

b,dalam pelaksanaannya wajib mendapatkan rekomendasi dari Pembína Data

melalui Walidata.

(8) Ketentuan dan tata cøra pengajuan rekomendasi sebagaimana dimaksud pada

ayat (7] dilaksanakan øesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan.

Pemeriksaan data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 hurufc dilakukan

untuk memeriksa kesesuaiannya dengan prinsip Satu Data.

Pemeriksaan data sebagaimana dimaksud pada ayat (1} meliputi:

a. proses verifikasi; dan

b. validasi.

Proses verifikasi dan validasi sebagaimana pada ayat (2} dilakukan berjenjang

pada Produeen Data dan Walidata.

Verifikator pada Produsen Data melakukan verifikasi dan validasi sebelum

disampaikan kepada Walidata.
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Fserdasarkan hasil verifikasi dan validasi sebagaimana dimaskud pada ayat (4}

Kepala Perangkat Daerah selaku Produsen Data menandatangani surat

pernyataan kebenaran dan kemuktahiran data sektoral sebagaimana

tercantum dalam LampiranI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari

Peraturan Bupati ini.

Verifikator pada Walidata melakukan verifikasi dan validasi akhir sebelum data

disebarluaskan.

Dalam haldata yang disampaikan oleh Produsen Data belum sesuai dengan

prinsip Satu Data sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1}, Walt data

mengcmbaiikan data terscbut kepada Produsen Data.

Produsen data memperbaiki data sesuai hasil pemeriksaan.

Bagian Kelima

Pas*ü22

Pengolahan data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 hurufd terdiri atas

pengolahan dasar dan pengolahan lebih lanjut.

Pengolahan daear sebagaimana dimaksud pada a3•at (I} meliputi:

a. pengelompokan;

b. penyuntingan; dan

c. tabulasi.

Pengolahan lebih lanjut sebagaimana dimaksud pada ayat (IQ meliputi:

a. integrasi;

b. analisis; atau

c. teknik pengolahan lainnya sesuai dengan kaidah ilmu pengetahuan.

Pengolahan data sebagaimana dimaksud pada ayat (1] dapat dilakukan oleh

Walidata dan/atau Produsen Data.

Pengolahan data yang dilakukan oleh Produsen Data sebagaimana dimaksud

pada ayat (4} dapat berkoordinasi dan berkonsultasi dengan Pembina Data

dan/atau Walidata.

Bagian Keenam

Penyebarluaean Data

Pasal 23

Penvebarluasan data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf e

merupakan kegiatan penyebarluasan hasil pengolahan data dan/atau

informasi kepada Pengguna Data.

Penyebarluasan data dilaksanakan oleh Walidata dan/atau Produsen Data.

Penyebarluasan data yang dilaksanakan oleh Walidata sebagaimana dimaksud

ayat (2)dilakmkan melalui Portal *atu Data.

Penyebarluasan data yang dilaksanakan Produsen Data sebagaimana

dimaksud pada ayat (2] khusus terhadap data dan/atau informasi sesuai

urusan tugas dan kewenangannya setelah dilakukan verifıkasi dan validasi

akhir oleh Walidata.
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Penyebarluaean data selain melalui Portal Satu Data dapat dilaksanakan

berbagaijenis media atau sarana publikasi lainnya sesuai perkembangan ilmu

pengetahuan dan teknologi.

PORUDASAJMNDATA

(1) Penyelenggara Satu Data, Walidata. dan pihak lain yang terkait berkoordinasi

dan berkomunikasi melalui Forum Satu Data.

(2) Forum Satu Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk sebagai:

a. media komunikasi;

b. koordinasi;

c. sinkronisasi; dan/atau

d. monitoring situasi penyelenggaraan satu data dimelalui pertemuan Forum

Satu Data.

(3) Pertemuan Forum Satu Data sebagaimana dimaksud pada ayat (2)

dilakeanakan dalam rangka membahas dan menyeleeaikan permaealahan

yang timbul terkait penyelenggaraan Satu Data.

(4) Pertemuan Forum Satu Data sebagaimana dimaksud pada ayat (3}

menghasilkan kesepakatan yang dituangkan dalam Berita Acara atau Nota

Keeepakatan.

(5) Pertemuan Forum Satu data mbagaimana dimaksud pada ayat (2}

dilaksanakan secara periodik paling aedikit eatu1 (kali} dalam setahun.

(6) Forum Satu Data dikoordinaeikan dan difasilitasi oleh Koordinator.

Penyelenggara Satu Data melalui Koordinator dapat ınenjalin Kerjasama dan

kemitraan dengan Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah lairınya, perguruan

tinggi, lembaga penelitian, masyarakat, serta pihak lain guna menunjang

penyelenggaraan Satu Data Daerah.

Kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1} dapat dilakukan apabila

belum terakomodir dalam Forum Satu Data.

Kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk koordinasi dan

kerjaeama.

Bentuk koordinasi dan kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (3}

dituangkan Nota Keeepahaman atau Surat Perjanjian atau surat resmi lainnya.

PEMRNFAATANDATA

(1) Pengguna data dapat mengakses atau memanfaatkan data melalui Satu Data.
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Dalamhalpengguna data tidak dapat mengakses sebagaimana dimaksud pada

ayat (1), pengguna data dapat mengajukan permintaan atau permohonan

melalui Portal Satu Data atau melalui PPID data dan/atau Produeen Data.

Ketentuan dan tata cara teknis permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat

(2) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagtaa Xøsatu

@ozzitoriog daa BueJuaal

Paeal 27

(1) Penyelenggaraan Satu Data düaksanakan monitoring dan evaluasi.

(2) Pelaksanaan monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1}

düaksanakan oleh Walidata terhadap Produsen Data.

(3) Pelaksanaan monitoring sebagaimana dimaksud pada ayat (2), düaksanakan

setiap3 (tigal buløn sekali dalam setahun.

(1) Pelaksanaan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), düaksanakan

setiap1 (satu) kaü dalam øetahun.

(5) Hasil pelaksanaan monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat

(3} dan ayat (4) dilaporkan kepada Bupati melalui Dewan Pengarah.

n ctsa

Dalam rangka menjømin penyelenggaraan Satu Data yang terencana dan

sistematis dapat dibentuk Tim Penilai.

Tim Penilai sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat terdiri dari kalangan

ahli, praktisi, dan/atau akademč•ń dalam bidang keilmuan data.

Tim Penilai sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) bertugas melakukan

penilaian secara objektifdan independen terhadap penyelenggaraan Satu Data.

Tim Penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikoordinir oleh Koordinator.

Hasil penilaian oleh Tim Penilai sebagaimana dimaksud pada ayat {3}

dilaporkan Bupati melalui Dewan Pengarah.

Pembentukan Tim Penüai sebagaimana dimaksud pada ayat( 1} ditetapkan

lebih lanjut dengan Keputuean Bupati.

Bnglaп Retlga

(1) Produsen Data serta badan publik lainnya yang melaksanakan pengelolaan

data serta memberikan kontribusi dalam penyelenggaraan Satu Data dapat

diberikan penghargaan.
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Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1} didasarkan pada kriteria

penilaian dalam bentuk pemeringkatan yang merupakan hasil dari:

a. monitoring dan evaluasi; dan

b. penilaian ahli.

(3) Hasil dari monitoring, evaluasi dan penilaian ahli sebagaimana d.imaksud pa.da.

ayat (2}diberikan pemeringkatan dengan kategori predikat:

a. sangat baik;

b. baik;

c. cukup; dan

d. kurang baik.

Ketentuan teknis tentang kriteria penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat

(2}diatur oleh Koordinator dan Walidata.

Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan paling lambat

bulan Juni pada tahun berikmtnya.

Selain pemghargaan, untuk kategori predikat kurang baik sebagaimana

dimaksud pada ayat (3)diberikan terhadap produsen data yang belum atau

tidak memberikan kontribusi terhadap penyelenggaraan Satu Data.

Daftar pemeringkatan beserta kategori predikat sebagaimana dimaksud pada

ayat (2} dan ayat (3}, ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

(1) Penyelenggaraan statistik eektoral dilaksanakan dengan tahapan sesuai

ketentuan dan standar operaeional proeedur yang telah ditetapkan.

(2) Tahapan sebagaimana dimaksud (eöa ayat (1} dijabarkan lebih lmnjut dalam

alur penyelenggaraan atatistik sektoral sebagaimana tercantum dalam

Lampiran 11 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati

Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan program Satu Data Kabupaten Barito

Selatan dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten

Barito Selatan dan/atau sumber dana lain yang satt sesuai ketentuan peraturan

perundang-undangan.

(1) Sistem informasi pengelolaan data pada masing-masing Produsen Data yang
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tidak diatur oleh peraturan perundang-undangan dan bersifat internal,

seluruhnya wajib menyesuaikan dengan Satu Data.

[2) Penyesuaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) khususnya interoperabilitas

data guna mendukung penyelenggaraan Satu Data.

(3) Penyesuaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling lamhat

3 (tiga] tahurt setelah Peraturan Bupati intmulai diundangkan.

(4] Sistem informasi yangbelum dapat menyesuaikan sampai dengan batas waktu

sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Walidata dapat mencabut hak ‹fomnin

dan fiostinpnya.

KETENTUARPENUTUF

Peraturan Bupati inimulai berlaku padatanggal ‹liundangkan.

Diundangkan diBuntok

pada tanggal q2S 2023

S D RAH

BBRI’I’A DAERAII XAB\/PATEX BARI‘I’O SBLATAI ‘I'AIIUA 2025 NO3gOR *
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PERATORAH BUPATI BARITO SELATAH

NOMOR z TAHUN 2023

TENTANG PENYEL£?iGOARAAiU SATU

DATA DILINGKUNGAN PEMERINTAH

DAERAH.

FORMAT SURAT PLHR"ATAAN KEBENARAN

DAN KEMUTAKHIRAN DATA SEKTORAL

KOP INSTANSI

SURATPERNYATAAN

KEBENARAN DAN KEMUTAKHIRAN DATA SEKTORAL

Dengan iniso.ya (Nama), Kepala (Perangkat Daerah) menyatakan bahwa

data yang dikirimkan oleh opez:ntor/pengumpul1t›enpo1ali data Perangkat

Daerah suga (Nama) sudah saya periksa kebenaran dan

kemutakhirannya, sesuai dengan fakta di lapangan taiipa ada rekayan-a

dan saya bertanggun awab jika dikemudian herr ditemukan

ketidaksesuaian antara data yang dikirimkan dengan fakta, saya siap

menerima sanksi moral, sanksi administrasi dan sanksi hukum sesuai

dengan peraturan dan perundang-undangan.

Pelaksana

Operator/Pengelola Data

Nama

NIP.........................

Penanggungjawab,

KepMa....

Nama

NIP. ....
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PERATURAN BUPATI BARITO SELATAN

NOMOR24 TAHUN 2023

TENTANG PENYRLRNGGARAAN SATU

DATA DILINGKUNGAN PEMERINTAH

KABUPATEN BARITO SELATAN.

ALWRPENYELENG€ARANSTATISTIKSEKTORAL

MEDIA LAINNYA


